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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan observasi, wawancara sekaligus menganalisis 

data di Desa Taman Jaya dapat disimpulkan bahwa :  

1. Doi’ menre dalam perkawinan adat Bugis adalah sebagai salah satu 

pra syarat, karena apabila Doi’ menre tidak ada, maka perkawinan 

tidak ada. Pemberian sejumlah Doi’ menre adalah pemberian wajib 

yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang 

fungsinya sebagai biaya yang digunakan dalam pesta perkawinan. 

Tujuannya adalah untuk menghormati keluarga pihak perempuan. 

Penghormatan maksudnya adalah rasa penghargaan yang diberikan 

kepada perempuan yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta 

yang megah. Juga sebagai tanda cinta kasih kepada perempuan yang 

ingin dinikahinya. Tingginya nilai Doi menre sangat berpengaruh 

oleh status sosial dalam masyarakat, pekerjaan, pendidikan, umur, 

keturunan, kondisi fisik, dan pendidikan.  Adapun dampak yang 

ditimbulkan akibat tingginya penentuan jumlah Doi  menre yaitu 

batal menikah, hubungan antara keuda keluarga bisa menjadi  

renggang, laki-laki yang enggan menikah,  perawan tua, silariang, 

bahkan  bisa fatal bagi laki-laki karena dengan sengaja merusak 

(menghamili) perempuan yang ingin dinikahi.  

2. Menurut Hukum Islam bisa menerima kebiasaan yang berlaku di 

dalam masyarakat selama tidak menyalahi norma-norma yang 

menyalahi syar’i. 

 

B. Saran-saran 

1. Jumlah pemberian Doi menre seharusnya tidak ada batas nominalnya, 

hanya diserahkan kepada calon mempelai laki-laki sesuai 

kesanggupan. Intinya adat dan agama tetap bisa sejalan. Jadi Islam 

dating tidak menghancurkan tradisi budaya yang ada, adat juga tetap 

berjalan.  Itulah yang disebut kekayaan khazanah Islam. 
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2. Diharapkan kepada pihak keluarga perempuan jangan merasa malu 

ataupun gengsi jika uang belanja atau Doi Menrenya tergolong 

sedikit. 

3. Agar sekiranya uang belanja atau Doi Menre’ digunakan sesuai 

kebutuhan pesta perkawinan jangan terlalu berlebihan karena yang 

namanya perkawinan sangat sakral, jangan dinilai dari materiil 

ataupun finansialnya. 

4. Diharapkan di Desa Taman Jaya dapat menilai uang belanja atau Doi 

Menre’ itu sebagai betul-betul biaya pesta pekawinan, bukan 

dijadikan sebagai ajang untuk mempertontonkan status sosial, 

ataupun  mempertahankan martabat. 
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Pedoman Wawancara Responden 

1. Apakah Sompa Atau Mahar  itu ditentukan oleh derajat seseorang itu 

sendiri ? 

2. Bagaimana Fungsi Doi Menre Dalam Pernikahan Adat Bugis ? 

3. Bagaimana cara Penentuan Doi Menre itu sendiri ? 

4. Berapa banyak Doi Menre yang harus di berikan ? 

5. Bagaimana menurut hukum Islam pemberian Doi Menre itu sendiri ?  

 

 


